
 

 

 

WALI KOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 37 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  

NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN  

PROGRAM  BANTUAN LANGSUNG TUNAI   

DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA TANJUNGPINANG, 

 

Menimbang    : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 Tahun 2022 

tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja 

Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022, DID Kinerja 

Tahun Berjalan Periode Kedua digunakan untuk mendukung 

percepatan pemulihan ekonomi di daerah; 

  b. bahwa salah satu percepatan pemulihan ekonomi di daerah 

diprioritaskan untuk perlindungan sosial seperti bantuan 

sosial yang dilaksanakan berupa Bantuan Langsung Tunai 

kepada masyarakat Kurang Mampu di Kota Tanjungpinang; 

  c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Penyaluran Program  Bantuan Langsung Tunai  

Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 perlu 

dilakukan penyesuaian; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 

Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka 

Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022; 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4112; 

 
  3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4967); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);   

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor            

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);   

  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  

 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui 

Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5449); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 

tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);  

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157);  

  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan 

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 75); 



 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 

tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak 

Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 837); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 

tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja 

Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173); 

17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 56); 

18. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2021 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di 

lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah 

Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 347) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 

Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan 

Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 

(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 420); 

19. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 435) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 36 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 

2022 Nomor 430); 

20. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung 

Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 

(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 428); 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG  PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 34 TAHUN 

2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN  PROGRAM BANTUAN 

LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI 

DAERAH TAHUN 2022. 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 

2022 tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam 

Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

 

Kepala Keluarga yang terdaftar dalam DTKS yang telah disahkan melalui 

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor  46/HUK/2022 tanggal 21 

Maret 2022 dengan kriteria sebagai berikut: 

a. keluarga miskin dan rentan sosial di daerah yang terdaftar pada DTKS; 

b. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer/PTT, anggota 

TNI/POLRI, BUMN/BUMD, Pensiunan ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD; 

c. bukan merupakan penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN berupa: 

1. Program Keluarga Harapan; 

2. Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai; dan 

3. BLT bahan bakar minyak. 

d. Usulan Penetapan DTKS Pemerintah Kota Tanjungpinang ke Kementerian 

Sosial. 

e. nama yang mewakili dalam KK penerima manfaat harus memiliki Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah. 

f. bersedia menerima BLT dalam rangka pengendalian inflasi Daerah Tahun 2022; 

g. bagi calon KPM yang menolak BLT sebagaimana dimaksud pada huruf e, membuat 

surat pernyataan menolak bantuan; 

h. format surat pernyataan menolak bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf 

g tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 



2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) BLT diberikan dalam bentuk uang tunai. 

(2) Penerima BLT, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

(3) Besaran BLT adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per KPM untuk 

periode bulan Desember 2022. 

 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

 

(1) Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Perubahan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022. 

(2) Pembiayaan atas jasa penyaluran BLT oleh PT. POS Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Tanjungpinang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah 

Daerah dengan PT. POS Indonesia. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang. 

 

     Ditetapkan di Tanjungpinang 

     pada tanggal 14 Desember 2022     
WALI KOTA TANJUNGPINANG 

             

 
 

                     RAHMA 

 
 

 

 

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal  14 Desember 2022        

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

 
 

 

 
ZULHIDAYAT 

 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 431 


